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ABSTRAK 
 
Nama : Erly Putrianty Harahman 
NIM : 10500111050 
Judul  : Hak mendapatkan informasi dalam hubungannya dengan Asas 
Terbuka dalam Pendaftaran Tanah menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 di Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Barru 
 Hak mendapatkan informasi menarik untuk dikaji lebih lanjut karena sesuai 
dengan salah satu asas pendaftaran tanah yaitu asas terbuka maka akses terhadap data 
dan informasi dalam pendaftaran tanah tersebut harus dapat diperolah dan 
dimanfaatkan oleh semua pihak yang memerlukan yang diatur pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.  
Terjadi pergeseran nilai dari pandangan masyarakat, masalah pertanahan yang 
masih sering terjadi di tengah masyarakat adalah informasi menyangkut tentang siapa 
yang menjadi pemegang hak atas tanah ataupun serta mengenai apa jenis hak yang 
menyertainya. Keresahan tersebut selanjutnya terekstraksi kedalam rumusan masalah 
berupa: Bagaimanakah pelaksanaan hak mendapatkan Informasi dalam Pendaftaran 
Tanah di Kabupaten Barru, apa faktor-faktor pendukung dan penghambat 
pelaksanaan Hak mendapatkan Informasi dalam Pendaftaran Tanah di Kabupaten 
Barru. 
Ditinjau dari perspektif penelitian hukum, Penelitian ini tergolong Field 
Research Kualitatif. Adapun menurut tingkat eksplanasi dari penelitian ini, maka 
penelitian ini berjenis deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, dan 
sosiologis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan hak mendapatkan 
informasi dalam pendaftaran tanah di Kabupaten Barru belum sepenuhnya berjalan 
secara optimal, baik saat pertama kali mendaftarkan tanah atau ketika proses 
pendaftaran berlangsung. Hal ini disebabkan selain dari kendala Kantor Pertanahan 
sendiri yaitu penyampaian yang kurang maksimal, kurangnya tingkat partisipasi 
masyarakat untuk memanfaatkan hak informasi tersebut dengan alasan ketidaktahuan 
dan kesadaran yang rendah. Sedangkan faktor pendukung adalah kewajiban dari 
PPAT untuk memanfaatkan hak informasi ini sebelum membuat akta dan ajuran dari 
PPAT sebelum melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan tanah yang menjadi 
objek. 
Pelayanan pendaftaran tanah perlu ditingkatkan termasuk didalamnya 
memberitahukan kepada masyarakat untuk selalu memutakhirkan data mengenai 
objek tanah yang dimiliknya sehingga data yang ada sesuai dengan kenyataan di 
lapangan. Mekanisme atau prosedur yang dilalui dalam memanfaatkan informasi ini 
di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru harus dipermudah sehingga 
semua kalangan dapat memahaminya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Tanah merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai 
tempat pemukiman maupun sebagai faktor produksi. Seiring dengan tingkat 
perkembangan zaman yang semakin pesat maka berbagai persoalan yang berkaitan 
dengan masalah pertanahan bermunculan, terutama mengenai konflik kepemilikan. 
Hal ini disebabkan oleh luas tanah yang cenderung tetap sedangkan jumlah penduduk 
semakin meningkat. 
Kenyataan menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah 
untuk pembangunan maka nuansa kehidupan masyarakat baik di perkotaan atau di 
pedesaan akan mengalami perubahan. Dengan kata lain akan terjadi pergeseran nilai 
dari pandangan masyarakat terhadap fungsi tanah yang tidak lagi merupakan benda 
warisan kekayaan secara turun-temurun atau status sosial semata-mata. 
Secara garis besar masalah pertanahan yang masih sering terjadi di tengah 
masyarakat adalah informasi menyangkut tentang siapa yang menjadi pemegang hak 
atas tanah serta di mana letak, luas ataupun batas-batas tanahnya serta mengenai apa 
jenis hak yang menyertainya. Masalah-masalah dalam hukum pertanahan seperti ini 
disebabkan penghuni atau penggarap yang secara fisik atau nyata-nyata menguasai 
tanah tersebut belum tentu merupakan orang yang berhak atas tanah yang 
bersangkutan. Demikian pula letak, batas dan luas bidang tanah yang terlihat dan 
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ditunjuk oleh orang-orang yang menguasainya belum tentu merupakan letak, batas 
dan luas yang sesungguhnya. Bila berbagai persoalan pertanahan ini tidak 
ditanggulangi secara cepat maka akan memengaruhi berbagai bidang kehidupan yang 
pada akhirnya hanya akan menghambat laju pembangunan. Pentingnya untuk 
mendapatkan informasi tentang pendaftaran tanah karena kenyataannnya 
permasalahan tanah banyak dijumpai salah satu penyebab ialah kurangnya 
keterbukaan tentang tata cara pendaftaran tanah. 
Salah satu upaya untuk mengatasi masalah pertanahan tersebut dalam hal ini 
memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah adalah pemerintah mengadakan 
pendaftaran tanah, sebagaimana secara jelas dinyatakan dalam pasal 19 ayat 1 
Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 
(Undang-undang Pokok Agraria, selanjutnya disingkt UUPA) bahwa “untuk 
menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh 
wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan 
peraturan pemertintah”. 
Dalam pendaftaran tanah dikenal dengan Asas Terbuka, asas ini harus 
diperhatikan terutama penerapannya. Asas terbuka dimaksudkan agar masyarakat 
dapat mengetahui atau memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis 
yang benar setiap saat di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Pemohon Informasi 
berhak mendapatkan informasi yang akurat dan terbuka tentang siapa pemilik tanah / 
pemegang hak, letak, luas dan batas-batasnya. Selain itu, keterbukaan dalam 
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pendaftaran data mulai dari prosedur, biaya dan waktu yang digunakan dalam 
pendaftara tanah. 
Keterbukaan (transparasi), mengikuti aturan, kejujuran dan keadilan sangat 
diperlukan dalam urusan pertanahan dan dalam fasilitas kehidupan lainnya 
terkandung dalam firman Allah sebagaimana Allah berfirman dalam QS An-Nisa/4: 
58: 
  	
  
⌧  !"# 
$%& ִ()*+ ,  
-"/☺1ִ2 3*45 6!7  
89☺1: ;</=ִ:75 > 
  ?@A 51BC 
DE25 1   ֠⌧ 
☺GD⌧H !IJK5 LMN     
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”1 
 
Hak mendapatkan informasi dapat diperoleh pada saat penyajian dan 
pemelirahaan data fisik dan data yuridis pendaftaran tanah tersebut di Kantor 
Pertanahan. Data fisik dan data yuridis tersebut terhimpun dalam daftar umum di 
Kantor Pertanahan, disebut daftar umum karena daftar tersebut terbuka untuk umum. 
Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 
                                                           
1Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Tafsiriyah (Cet. IV;Yogyakarta: Ma’had An-
Nabawi, 2013), h. 103. 
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Tahun 1997 bahwa “setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik 
dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur 
dan buku tanah”. Ini sesuai dengan sasaran dari pendaftaran tanah itu sendiri yaitu 
untuk memberikan pelayanan baik untuk kepentingan pemerintah sendiri yaitu dalam 
rangka penarikan pajak, pengawasan, perencanaan pembangunan dan lain sebagainya, 
maupun pelayanan kepada masyarakat dalam rangka jual beli, lelang, pembebasan 
tanah dan lain sebagainnya. 
Pelayanan dan pengayoman pemerintah yang memadai merupakan dambaan 
dan karya seluruh anggota masyarakat, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS 
Al-Baqarah/2: 36: 
 ...	517  $3 LO	P"# 
QRT UU"  >$%& 
342 LVN     
Terjemahnya: 
 “...dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup 
sampai waktu yang ditentukan."2 
 
Informasi yang diberikan sebagaimana Pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 tersebut adalah dalam bentuk peta-peta kadastral serta daftar-
daftar yang terdiri dari daftar tanah, daftar buku tanah, dan surat ukur sehingga para 
pihak yang berkepentingan tersebut dapat mengambil manfaat dan dapat memutuskan 
yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak. 
                                                           
2Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Tafsiriyah (Cet. IV;Yogyakarta: Ma’had An-
Nabawi, 2013), h. 8. 
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Bachtiar Effendie menyatakan bahwa: 
 
“Dengan adanya daftar umum tersebut maka siapa saja yang ingin mengetahui 
data-data atas tanah itu tidak perlu lagi mengadakan penyelidikan langsung ke 
lokasi tanah yang bersangkutan karena segala data tersebut dapat dengan 
mudah didapat di Kantor Pertanahan setempat”.3 
 
Peraturan pemerintah yang dimaksud oleh pasal 19 ayat 1 Undang-undang 
Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, tetapi setelah berlaku 
sekitar 35 tahun, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran 
Tanah tersebut diganti dan disempurnakan dengan memberlakukan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat 
PP No. 24 Tahun 1997) tersebut dinyatakan dalam penjelasan umumnya, yaitu : 
Penyempurnaan yang diadakan meliputi penegasan beberapa hal yang belum jelas 
dalam peraturan yang lama, antara lain pengertian pendaftaran tanah itu sendiri, asas-
asas dan tujuan penyelenggaraannya, yang di samping untuk memberi kepastian 
hukum sebagaimana tersebut di atas juga dimaksudkan untuk menghimpun dan 
menyajikan informasi yang lengkap mengenai data fisik dan data yuridis mengenai 
bidang tanah yang bersangkutan.  
Pendaftaran tanah juga bertujuan untuk memberikan informasi. Informasi ini 
menjadi hak bagi para pihak yang berkepentingan terhadap tanah-tanah tertentu yang 
                                                           
3Bachtiar Effendy, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan 
Pelaksanaannya (Bandung: Alumni, 1993),  h. 43. 
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hal ini tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun tentang Pendaftaran 
Tanah. 
Peran Badan Pertanahan Nasioanal (BPN) menjadi sangat dominan sebagai 
satu-satunya badan atau institusi yang menyelenggarakan pendaftaran tanah demi 
terciptanya suatu tertib administrasi pertanahan. Badan Pertanahan Nasional memiliki 
tugas dan kewajiban untuk menghimpun dan menyajikan data hasil pendaftaran tanah 
tersebut yang akan dijadikan sebagai suatu sistem informasi pertanahan secara teliti 
dan cermat sehingga tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan. Ketelitian dan 
kecermatan ini penting karena data-data tersebutlah yang kemudian akan menjadi 
bahan informasi awal untuk dijadikan pertimbangan bagi para pihak untuk 
mengambil keputusan selanjutnya mengenai obyek berupa tanah tersebut. 
Pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pendaftaran tanah secara 
sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Di dalam kedua metode 
pendaftaran tanah tersebut disyaratkan tentang adanya pengumuman. Pengumuman 
ini penting untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa 
berkepentingan terhadap tanah yang didaftar untuk mengajukan keberatan bila merasa 
data yang ada tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Pengumuman tersebut dilakukan 
di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang 
bersangkutan selama 30 hari (pendaftaran tanah secara sistemtik), di kantor 
pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan, melalui 
media massa atau di lokasi tanah tersebut selsama 60 hari (pendaftaran tanah secara 
sporadik). 
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Dalam kenyataannya yang terjadi adalah seseorang dapat menjadi kehilangan 
haknya atas suatu tanah karena haknnya untuk mendapatkan informasi tentang 
pendaftaran tanah digunakan atau diperoleh sebagaimana mestinya. Prosedur yang 
ada dalam mendapatkan informasi pendaftaran tanah sering tidak sesuai dengan yang 
telah ditetapkan. 
Para pihak baik itu pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan 
perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah kadangkala tidak mempertimbangkan 
atau menggunakan hak informasi ini sehingga pada akhirnya akan menimbulkan 
persoalan-persoalan baru yang seharusnya tidak perlu terjadi. Hal-hal tersbut diatas 
dapat ditemukan di berbagai daerah termsuk di Kabupaten Barru yang menajdi lokasi 
dari penelitian ini. 
Oleh karena itu perlu di bahas secara mendalam dalam penelitian atau karya 
ilmiah ini tentang Hak mendapatkan informasi dalam hubungan dengan Asas Terbuka 
dalam Pendaftaran Tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 di 
Badan Pertanahan Nasional. 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Hak mendapatkan informasi ini menarik untuk dikaji lebih lanjut karena 
sesuai dengan salah satu asas pendaftaran tanah yaitu asas terbuka maka akses 
terhadap data dan informasi dalam pendaftaran tanah tersebut harus dapat diperoleh 
dan dimanfaatkan oleh semua pihak yang memerlukan. Apalagi dalam era globalisasi 
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dan era keterbukaan seperti sekarang ini, di mana kebutuhan akan informasi menjadi 
salah satu kebutuhan mendasar dan penting. 
Asas Terbuka adalah menuntut dipeliharanyan data pendaftaran tanah secara 
terus-menerus dan berkesinambungan sehingga data tersimpan di kantor pertanahan 
selalu sesuai dengan keadaan nyata, di lapangan serta masyarakat dapat memperoleh 
ketererangan mengenai data yang benar setiap saat.4 
Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 
menyatakan bahwa: 
“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan 
data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat 
tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan 
hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 
membebaninya”.5 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 
pokok pemasalahan yaitu bagaimana Hak mendapatkan informasi dalam hubungan 
dengan Asas Terbuka dalam Pendaftaran Tanah menurut Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 tahun 1997 di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru. Pokok 
permasalahan tersebut dapat dijabarkan dalam sub-sub masalah sebagai berikut: 
                                                           
4Kurniawan Ghazali, Cara Mudah Mengurus Sertifikat Tanah (Jakarta: Kata Pena, 2011), h. 
67. 
5Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah, Pasal 1 Ayat 1. 
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1. Bagaimanakah pelaksanaan hak mendapatkan Informasi dalam 
Pendaftaran Tanah di Kabupaten Barru ? 
2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Hak 
mendapatkan Informasi dalam Pendaftaran Tanah di Kabupaten Barru ? 
 
D. Kajian Pustaka 
Muntoha, mantan Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah Departemen Agraria 
menyatakan bahwa: 
“Sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang dianut sekarang ini adalah 
Sistem Negatif Berendens Positif, artinya bahwa keterangan-keterangan yang 
ada itu, apabila ternyata tidak benar, maka dapat diubah atau dibetulkan. 
Sertifikasi bukanlah tanda bukti hak yang mutlak, tetapi tanda bukti 
kepemilikanhak atas tanah yang terkuat. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) 
tahun tidak ada komplain dari pihak lain, maka sertifikat dapat menjadi tanda 
bukti hak yang mutlak”.6 
 
Pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terdiri 
atas pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. 
Dalam hal pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat ditempuh secara sistematik dan 
sporadik yaitu kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak yang 
meliputi semua bidang tanah di suatu wilayah atau bagian wilayah suatu 
desa/kelurahan, baik tanah dipunyai dengan suatu hak atas tanah maupun tanah 
negara.  
                                                           
6 Farida Patittingi, “Jurnal Ilmu Hukum: Penegasan Alas Hak Penguasaan Fisik Turun-
temurun Dalam Praktik Pendaftaran Tanah”, Amana Gappa 19, no. 4 (2011): h. 357 
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Menurut K. Bertens dalam bukunya yang berjudul Etika memaparkan bahwa 
dalam pemikiran Romawi Kuno, kata ius-iurus (Latin: hak) hanya menunjukkan 
hukum dalam arti objektif.7 Artinya adalah hak dilihat sebagai keseluruhan undang-
undang, aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat 
demi kepentingan umum (hukum dalam arti Law, bukan right). 
Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah 
ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak 
memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, 
kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, 
aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat 
atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, 
keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Di dalam perjalanan sejarah, tema 
hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun 
sebelumnya telah lahir . Tema hak baru “lahir” secara formal.  
Adapun macam-macam hak : 
- Hak Umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, 
melainkan semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimilki oleh semua 
manusia tanpa kecuali. Di dalam Negara kita Indonesia ini disebut dengan 
“ hak asasi manusia”. 
                                                           
7 Wibowo Tunardi, Jurnal Hukum (Pendaftaran Tanah), 
http://www.jurnalhukum.com/pendaftaran-tanah/, Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2014. 
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- Hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau 
karena fungsi khusus yang dimilki orang satu terhadap orang lain. 
- Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. 
Hak legal ini lebih banyak berbicara tentang hukum atau sosial. 
- Hak moral adalah didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Hak 
moral lebih bersifat soliderisasi atau individu. 
- Hak positif adalah suatu hak bersifat postif, jika saya berhak bahwa orang 
lain berbuat sesuatu untuk saya. Contoh: hak atas pendidikan, pelayanan, 
dan kesehatan.  
- Hak Negatif adalah suatu hak bersifat negatif , jika saya bebas untuk 
melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu dalam arti orang lain tidak boleh 
menghindari saya untuk melakukan atau memilki hal itu. Contoh: hak atas 
kehidupan, hak mengemukakan pendapat. 
- Hak individual disini menyangkut pertama-tama adalah hak yang dimiliki 
individu-individu terhadap Negara. Negara tidak boleh menghindari atau 
mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang ia milki. 
- Hak Sosial disini bukan hanya hak kepentingan terhadap Negara saja, akan 
tetapi sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain. 
Inilah yang disebut dengan hak sosial.8 
                                                           
8 Wikipedia Ensiklopedia Bebas (Hak), http://id.wikipedia.org/wiki/Hak, Diakses Pada 
Tanggal 16 Desember 2014. 
12 
 
Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka 
penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut 
makin dapat dipertanggungjawabkan. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
• Tujuan Penelitian sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak mendapatkan informasi dalam 
pendaftaran tanah di Kabupaten Barru 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 
hak mendapatkan informasi dalam pendaftaran tanah di Kabupaten Barru 
 
• Kegunaan Penelitian sebagai berikut: 
1. Kegunaan Teoritis 
Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan menambah 
pengetahuan serta wawasan terhadap perkembangan hukum perdata saat ini, 
khususnya mengenai hak mendapatkan informasi dalam hubungannya degan asas 
terbuka dalam pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahnun 
1997. 
2. Kegunaan Praktis 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 
bermanfaat bagi para praktisi hukum, peneliti selanjutnya, serta masyarakat, berkaitan 
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dengan hak mendapatkan informasi dalam hubungannya degan asas terbuka dalam 
pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahnun 1997. 
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BAB II 
KAJIAN TEORETIS 
 
Merunut judul skripsi “Hak mendapatkan informasi dalam hubungan dengan 
Asas Terbuka dalam Pendaftaran Tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 
tahun 1997 di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru”, hak mendapatkan 
informasi menarik untuk dikaji lebih lanjut karena sesuai dengan salah satu asas 
pendaftaran tanah yaitu asas terbuka maka akses terhadap data dan informasi dalam 
pendaftaran tanah tersebut harus dapat diperolah dan dimanfaatkan oleh semua pihak 
yang memerlukan. Apalagi dalam era globalisasi dan era keterbukaan seperti 
sekarang ini, di mana kebutuhan akan informasi menjadi salah satu kebutuhan 
mendasar dan sangat penting. 
 
 
A. Pendaftaran Tanah 
Menurut A.P. Parlindungan, pendaftaran tanah berasal dari kata Cadastre 
(bahasa Belanda Kadaster) suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman), 
menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan (atau lain-lain hak) terhadap suatu 
bidang tanah. Kata ini berasal dari bahasa latin “Capistratum” yang berarti suatu 
register atau capita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi (Capotatio 
Terrens). Dalam arti yang tegas, Cadastre adalah record pada lahanlahan, nilai 
daripada tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan. Dengan 
demikian, Cadastre merupakan alat yang tepat yang memberikan uraian dan 
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identifikasi dari tersebut dan juga sebagai Continuous recording (rekaman yang 
berkesinambungan) dari hak atas tanah.1 
Menurut Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim lubis, dari segi istilah, 
ditemukan istilah pendaftaran tanah dalam bahasa Latin disebut “Capistratum”, di 
Jerman dan Italia disebut “Catastro”, di Perancis disebut “Cadastre”, di Belanda dan 
juga di Indonesia dengan istilah “Kadastrale” atau “Kadaster”. Maksud dari 
Capistratum atau Kadaster dari segi bahasa adalah suatu register atau capita atau unit 
yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi, yang berarti suatu istilah teknis untuk 
suatu record (rekaman) yang menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan atau 
pemegang hak suatu bidang tanah , sedangkan Kadaster yang modern bisa terjadi atas 
peta yang ukuran besar dan daftar-daftar yang berkaitan. 
Sebutan pendaftaran tanah atau land registration: menimbulkan kesan, 
seakan-akan objek utama pendaftaran atau satu-satunya objek pendaftaran adalah 
tanah. Memang mengenai pengumpulan sampai penyajian data fisik, tanah yang 
merupakan objek pendaftaran, yaitu untuk dipastikan letaknya, batas-batasnya dalam 
peta pendaftaran dan disajikan juga dalam “daftar tanah”. Kata “Kadaster” yang 
menunjukkan pada kegiatan bidang fisik tersebut berasal dari istilah Latin 
“Capistratum” yang merupakan daftar yang berisikan data mengenai tanah.2 
                                                           
1 A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 18-
19 
2 Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, (Bandung: Mandar 
Maju, 2008), h. 18-19. 
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah Pasal 1 Ayat 1, mengatakan: 
“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah 
secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, 
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data 
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan 
satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi 
bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah 
susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”3 
 
Kata “rangkaian” menunjukkan adanya berbagai macam kegiatan dalam 
penyelenggaraan pendaftaran tanah yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, 
berurutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data yang 
diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan 
hukum di bidang pertanahan bagi masyarakat.  
Kata “terus menerus” menunjukkan kepada pelaksanaan kegiatan sejak 
pertama kali dimulai tidak akan berakhir. Data yang telah terkumpul dan tersedia 
harus selalu dipelihara dan disesuaikan jika terjadi perubahan yang terjadi kemudian 
hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir. Kata “teratur” menunjukkan 
bahwa semua kegiatan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku karena hasilnya akan merupakan alat bukti menurut hukum. 
Data yang dikumpulkan pada dasarnya meliputi dua data, yaitu: 
1. Data yuridis yaitu mengenai haknya meliputi hak yang terdapat di atas 
tanah tersebut, subjek pemegang hak, dan ada atau tidaknya pihak lain. 
                                                           
3 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang  Pendaftaran 
Tanah, Pasal 1 Ayat 1 
17 
 
 
2. Data fisik yaitu mengenai tanah meliputi lokasi, batas-batas, luas, dan ada 
tidaknya bangunan dan/atau tanaman di atasnya. 
 
Berdasarkan pengertian di atas, pendaftaran meliputi:  
1. Pendaftaran awal atau pendaftaran pertama kali dan terus menerus 
dipelihara 
2. Pendaftaran hak-hak karena adanya mutasi hak, ataupun adanya pengikatan 
jaminan hutang dengan tanah 
3. Hak-hak yang timbul dari rumah susun dan bagian-bagian dari rumah 
susun.4 
Menurut Boedi Harsono pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan 
yang dilakukan oleh Negara atau pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa 
pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di 
wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajian bagi kepentingan rakyat, 
dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk 
pemberian tanda bukti dan pemeliharaannya.5 
Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelengaraan negara yang 
terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin 
terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara 
                                                           
4 A.P Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1999), h. 73 
5 Adityo Aribowo, Sekilas Tentang Pendafataran Tanah, 
https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/02/11/sekilas-tentang-pendaftaran-tanah/, Di Akses Pada 
Tanggal 18 Desember 2015 
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tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh 
informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam 
proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak 
banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. 
Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat 
penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk 
memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani 
permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara 
sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik 
untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.  Setiap Badan Publik 
mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan 
dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. 
Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta 
kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan 
akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi 
yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan 
Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat 
yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan 
pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik 
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korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik 
(good governance).6 
Demi menjamin keterbukaan informasi publik maka pemerintah membuat 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
Keterbukaan Informasi Publik yang dimaksud ialah: 
“1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang 
mengandung nilai, makan, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya 
yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai 
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. 
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan 
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan 
penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang 
ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”7 
 
 
Prinsip prinsip pengaturan Informasi Publik  : 
1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses; 
2. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; 
3. Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya 
ringan, dan cara sederhana; 
4. Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-
undang,kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada : 
                                                           
6 KPK Komisi Pemberantasan Korupsi (Tentang Informasi Publik), 
http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/informasi-publik/tentang-informasi-publik, Diakses Pada 10 
Desember 2014 
7 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik, Pasal 1 Ayat 1 dan 2 
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- pengujian menyangkut konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi 
dibuka  
- setelah mempertimbangkan dengan seksama bahwa dengan menutup 
informasi tersebut dapat melindungi kepentingan publik yang lebih 
besar daripada membukanya dan sebaliknya. 
 
Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dibuat dengan tujuan : 
1. Ada jaminan hak bagi rakyat untuk mengetahui rencana, program, proses, 
alasan pengambilan suatu keputusan publik termasuk yang terkait dengan 
hajat hidup orang banyak; 
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan 
publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 
3. Mendorong penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif 
dan efisien, serta akuntabel; 
4. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; 
dan/atau 
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di 
lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang 
berkualitas.  
Seperti yang dicantumkan dalam UU No. 14 tahun 2008 Pasal 1, Badan publik 
adalah : 
1. Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan 
tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, dimana 
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sebagian/seluruh dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD), atau 
2. Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian/seluruh dana bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atauAnggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat dan/atau 
luar negeri. 
 
 Jenis-jenis informasi yang dibuka adalah : 
1. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala 
2. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara Serta Merta 
3. Informasi Publik yang wajib Tersedia Setiap Saat 
 
Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17, informasi yang tertutup 
adalah informasi yang bila dibuka dapat : 
1. Menghambat proses penegakan hukum 
2. Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan 
usaha tidak sehat 
3. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara 
4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia 
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5. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri8 
 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 
adalah dasar hukum semua kebijakan agraria, khususnya pertanahan di Indonesia. 
Salah satu tujuan UUPA adalah hendak meletakkan dasar-dasar untuk memberikan 
kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Untuk 
mewujudkan salah satu tujuan UUPA tersebut, maka dalam ketentuan Pasal 19 
UUPA secara tegas memberikan instruksi kepada Pemerintah untuk 
menyelenggarakan pendaftaran tanah yang bersifat “rechts kadaster”, artinya yang 
bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah. Pemerintah 
wajub menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dan 
mengharuskan kepada pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkannya. 
Pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemertintah Nomor 10 
Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang pada perkembangannya kemudian 
diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka 
seluruh tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia harus didaftarkan. Salah satu 
perkembangan baru dalam PP No. 24/1997 tersebut adalah terakomodasinya 
ketentuan tentang pembukuan hak lama yang selama ini sulit terakomodasi dalam 
                                                           
8 Open Goverment Indonesia (Undang-undang Keterbukaan Informasi), 
http://opengovindonesia.org/undang-undang-keterbukaan-informasi-publik/, Diakses Pada Tanggal 10 
Desember 2010 
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sistem pendaftaran tanah, disebabkan sulitnya mrmbuktikan hak tersebut akibat 
ketiadaan bukti-bukti tertulis yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah, 
khususnya yang ada di daerah pedesaan. Masyarakat pedesaan yang pada umumnya 
masih tunduk pada hukum adatnya, tidak terbiasa menggunakan bukti tertulis sebagai 
alat pembuktian hak atas tananhnya. Pada umumnya mereka hanya mampu 
membuktikan hak atas tananhnya dengan bukti nyata bahwa ia menduduki atau 
menguasai secara fisik tanahnya tersebut. 
Dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) hak-hak atas tanah ialah: 
a. hak milik 
b. hak guna-usaha 
c. hak guna-bangunan 
d. hak pakai 
e. hak sewa 
f. hak membuka tanah 
g. hak memungut-hasil hutan9 
Penilaian yuridis terhadap alas hak penguasaan fisik turun-temurun dalam 
praktek pendaftaran tanah serta penegasannya secara normatif telah ditentukan dalam 
PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu 
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 
                                                           
9Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria, Pasal 16 Ayat 1. 
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1997, yang pada intinya harus memenuhu kriteria yuridis, yaitu penguasaan atas 
tanah tersebut dilakukan secara nyata oleh yang bersangkutan dan sudah berlangsung 
selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, dan tanah milik tersebut 
terdaftar dalam persil/kohir di Kantor Kelurahan tempat tanah tersebut berada. 
Kenyataan Penguasaan fisik dan Pembuktiannya tersebut harus dituangkan dalam 
bentuk surat pernyataan dan dapat mengangkat sumpah di hadapan Satgas Pengumpul 
Data Yuridis. Selain itu harus dilengkapi dengan keterangan dari sekurang-kurangnya 
2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya kesaksian dari kepala Desa 
atau Lurah.10 
Instansi pemerintah yang berwenang melaksanakan Pendaftaran tanah ini 
adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahnun 2006 tentang BPN. Dimana 
pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan (Kantor Pertanahan). 
Dalam menjalankannya tugasnya, Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT) yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara 
Agraria/Kepala BPN. 
Setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan 
dan hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib dilakukan 
Pendaftaran guna memberikan kepastian hukum di bidang Pertanahan, yang meliputi: 
                                                           
10Farida Patittingi, Jurnal Ilmu Hukum: Penegasan Alas Hak Penguasaan Fisik Turun-
temurun Dalam Praktik Pendaftaran Tanah, Amana Gappa 19, no. 4 (2011): h. 356. 
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Pemilik/pemegang hak atau subyek hak, Batas-batas dan luas bidang tanah atau objek 
hak dan Hak-hak atas tanahnya atau jenis hak yang merupakan tujuan dari 
pendaftaran tanah sehingga dapat terselenggarakannya tertib administrasi pertanahan 
yang dapat memberikan pembuktian atas bidang tanah yang dikuasainya dan juga 
dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.11 
Mengenai objek pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menentukan bahwa: 
“Objek pendaftaran tanah meliputi: 
1) bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak 
guna bangunan, dan hak pakai; 
2) tanah hak pengelolaan; 
3) tanah wakaf; 
4) hak milik atas satuan rumah susun; 
5) hak tanggungan; 
6) tanah Negara.” 
7) Dalam hal tanah Negara sebagai objek pendaftaran tanah maka 
pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang 
merupakan tanah Negara dalam daftar tanah.12 
 
Objek pendaftaran tanah yang bukan tanah Negara akan diterbitkan sertipikat 
bagi pemegang hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997: 
“Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 
19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas satuan rumah susun dan hak 
                                                           
11Kurniawan Ghazali, Cara Mudah Mengurus Sertifikat Tanah (Jakarta: Kata Pena, 2011), h. 
65 
12
 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 
Pasal  9 Ayat 1 dan 2 
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tanggungan yang masing-masing sudah dibuktikan dalam buku tanah yang 
bersangkutan.”13 
 
Sertipikat terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur. Buku tanah adalah 
dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek 
pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Surat ukur adalah dokumen yang memuat 
data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian. 
Dalam pendaftaran tanah terdapat beberapa asas yang diterapkan, yaitu: 
(1) Asas  sederhana 
Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-
ketentuan pokok maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-
pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. 
(2) Asas aman 
Asas aman untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu 
diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan 
jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. 
(3) Asas terjangkau 
Asas terjangkau dimaksudkan untuk menunjukkan keterjangkauan bagi pihak-
pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan 
kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka 
                                                           
13
 Republik Indonesia Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 
Pasal 1 Aangka 20 
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penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang 
memerlukan. 
(4) Asas mutakhir 
Asas mutakhir dimaksudkan menunjukkan pada kelengkapan yang memadai 
dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam memelihara datanya. Data yang 
tersedia harus menunjukan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban 
mendaftar dan pecatatan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian hari. 
(5) Asas terbuka 
Asas terbuka menuntut dipeliharannya data pendaftaran tanah secara terus 
menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan 
selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh 
keterangan mengenai data yang benar setiap saat.14 
Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran 
sistematik dan pendaftaran sporadik. Pendaftaran tanah sistematik adalah kegiatan 
pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi 
semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian 
wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah ini dilaksanakan atas prakarsa 
pemerintah, maka kegiatan tersebut didasarkan pada suatu rencana kerja yang 
ditetapkan oleh Menteri. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan 
pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran 
                                                           
14
 Kurniawan Ghazali, Cara Mudah Mengurus Sertifikat Tanah (Jakarta: Kata Pena, 2011), h. 
67. 
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tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau 
massal. Pendaftaran tanah ini dilaksanakan atas permintaan pihak yang 
berkepentingan 
Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran 
tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar 
tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertipikat dengan perubahan-
perubahan yang terjadi kemudian. 
Ketentuan mengenai penyelanggaraan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 5 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menentukan bahwa pendaftaran 
tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kegiatan ini 
bermaksud bahwa pemerintah dalam hal ini BPN sebagai penyelenggara dan 
pelaksana pendaftaran tanah harus berusaha agar sebaik mungkin dapat disajikan data 
yang benar dalam buku tanah dan pendaftaran tanah selama tidak dapat dibuktikan 
sebaliknya maka data yang ada dalam buku tanah tersebut harus diterima sebagai data 
yang benar baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di 
Pengadilan. 
Dalam pelaksanaannya kegiatan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala 
Kantor Pertanahan yang dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti 
yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997, yang menentukan bahwa: 
“(1) Dalam rangka penyelanggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala 
Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan 
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Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan oleh 
Pejabat lain. 
(2) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan 
dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan 
kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan 
perundang-undangan yang bersangkutan.”15 
 
1. Asas Terbuka dan Tujuan Pendaftaran Tanah 
a. Asas Terbuka 
Pendaftaran tanah di Indonesia memiliki asas (pedoman) dalam 
pelaksanaannya. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas 
sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Asas pendaftaran tanah ini 
merupakan pengaturan baru karena sebelumnya tidak diatur secara limitatif dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 19961 tentang Pendaftaran Tanah. 
Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan: 
“Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, 
terjangkau, mutakhir dan terbuka”. 
 
Asas Terbuka menuntut dipeliharanyan data pendaftaran tanah secara terus-
menerus dan kesinambungan sehingga data tersimpan di kantor pertanahan selalu 
sesuai dengan keadaan nyata, di lapangan serta masyarakat dapat memperoleh 
                                                           
15
 Republik Indonesia Undang-undang  Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, 
Pasal 6 Ayat 1 dan 2 
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ketererangan mengenai data yang benar setiap saat.16 Pendaftaran tanah diusahakan 
untuk tidak lagi terlalu rumit dan berbelit-belit karena telah adanya kesederhanaan 
dalam prosedur pelaksanaannya. Disamping itu pendaftaran tanah berdasarkan asas 
aman berarti hasil yang tercapai haruslah benar-benar menjamin kepastian hukum 
atas sebidang tanah. 
 
 
b. Tujuan Pendaftaran Tanah 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tetap dipertahankan 
tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah, yang pada hakekatnya sudah ditetapkan 
dalam Pasal 19 UUPA, yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka 
menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan. Secara rinci tujuan dari pendaftaran 
tanah dikemukakan dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 bahwa: 
“Pendaftaran tanah bertujuan:  
a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain 
yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 
pemegang hak yang bersangkutan;  
b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 
termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 
tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk 
terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.”17 
 
                                                           
16Kurniawan Ghazali, Cara Mudah Mengurus Sertifikat Tanah (Jakarta: Kata Pena, 2011), h. 
67. 
17Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah 
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Tujuan pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan di atas adalah menjamin 
kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud meliputi kepastian mengenai 
subjek, kepastian mengenai objek dan kepastian mengenai status hak atas tanah.18 
Selain menjamin kepastian hukum tujuan diselenggarakan pendaftaran tanah adalah 
memberikan perlindungan hukum.  
Perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah diwujudkan dalam hal 
penerbitan sertipikat hak atas tanah. Pendaftaran tanah juga bertujuan untuk 
menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk 
pemerintah dan terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Tertib administrasi 
pertanahan merupakan salah satu tertib dari catur tertib pertanahan yang meliputi 
tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah dan 
tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Tertib administrasi pertanahan 
adalah upaya memperlancar setiap usaha dari masyarakat yang menyangkut tanah 
terutama dengan pembangunan yang memerlukan sumber informasi bagi yang 
memerlukan tanah sebagai sumber daya, uang dan modal. Menciptakan suasana 
pelayanan di bidang pertanahan agar lancar, tertib, murah, cepat dan tidak berbelit-
belit dengan berdasarkan pelayanan umum yang adil dan merata. 
Pasal 3 kemudian dipertegas oleh Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 
tahun 1997 yang menentukan bahwa: 
“1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan 
diberikan sertipikat hak atas tanah. 
                                                           
18 R. Soeprapto, UU Pokok Agraria dalam Praktek, (Jakarta: Mitra Sari, 1976), hlm. 322 
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2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 huruf b, data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah 
susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum. 
3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf c, sebidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, 
pembebanan dan hapusnya hak atas sebidang tanah dan hak milik atas satuan 
rumah susun wajib didaftar.”19 
 
Berdasarkan ketentuan di atas bahwa agar terwujudnya kepastian hukum dan 
perlindungan hukum bagi pemegang hak maka diterbitkan sertipikat hak atas tanah. 
Dalam hal terlaksananya fungsi informasi maka data fisik dan data yuridis dari 
bidang tanah dan satuan rumah susun yang telah terdaftar terbuka untuk umum. 
Untuk tercapainya tertib administrasi maka sebidang tanah dan satuan rumah susun 
dalam hal peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib didaftarkan. 
Berkaitan dengan tujuan pendaftaran tanah, A.P Parlindungan mengatakan 
bahwa: 
“(a) dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah maka kepada pemiliknya 
diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum;  
(b) di zaman informasi ini maka Kantor Pertanahan sebagai kantor di garis 
depan haruslah memelihara dengan baik setiap informasi yang diperlukan 
untuk satuan bidang tanah, baik untuk pemerintah sendiri sehingga dapat 
merencanakan pembangunan Negara dan juga bagi masyarakat sendiri. 
Informasi itu penting untuk dapat memutuskan sesuatu yang diperlukan di 
mana terlibat tanah, yaitu data fisik dan yuridisnya, termasuk untuk satuan 
rumah susun, informasi tersebut bersifat terbuka untuk umum artinya dapat 
diberikan informasi apa saja yang diperlukan atas sebidang tanah/bangunan 
yang ada;  
(c) sehingga untuk itu diperlukan tertib administrasi pertanahan dijadikan 
sesuatu hal yang wajar.”20 
                                                           
19
 Republik Indonesia Undang-undang  Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, 
Pasal 4. 
20
 A.P Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997), 
(Bandung: Mandar Maju, 1999), h. 2 
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Berdasarkan pendapat dari A.P Parlindungan mengenai tujuan dari 
pendaftaran tanah maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. untuk menjamin  adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan 
hukum dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah;  
2. Kantor Pertanahan wajib memelihara informasi yang berupa data fisik dan 
data yuridis yang berkaitan dengan suatu hak atas tanah yang diperlukan 
untuk pemerintah dalam merencanakan pembangunan Negara dan juga 
bagi masyarakat. Informasi ini bersifat terbuka untuk umum yang artinya 
setiap pihak yang berkaitan dengan suatu bidang tanah dapat mengetahui 
informasi yang berkaitan dengan sebidang tanah/ bangunan yang ada di 
atas sebidang tanah;   
3. sehingga tertib administrasi merupakan suatu hal yang wajar dibutuhkan 
dalam bidang pertanahan. 
 
Dilaksanakannya pendaftaran tanah juga bertujuan untuk menyediakan 
informasi kepada para pihak yang berkepentingan. Dengan tersedianya informasi ini, 
maka akan memudahkan berbagai pihak yang ingin mengetahui segala sesuatu yang 
berhubungan dengan bidang-bidang tanah atau satuan rumah susun yang sudah 
terdaftar, tanpa harus mengecek langsung ke lokasi di mana bidang tanah yang 
dimaksud berada. 
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2. Sistem Publikasi yang digunakan 
Sebelum membahas mengenai sistem publikasi yang dipakai dalam 
pendaftaran tanah di Indonesia maka terlebih dahulu akan diuraikan beberapa sistem 
publikasi yang dipakai di beberapa negara. 
Menurut Ali Achmad Chomzah : 
“apabila dilihat dari aspek jaminan yang diberikan dengan pemberian surat-
surat tanda bukti atas hak tanah (sertipikat hak atas tanah) sebagai alat 
pembuktian, maka rechts kadaster (pendaftaran tanah) ini mengenai 2 (dua) 
macam sistem,yaitu:  
a. Sistem negatif 
b. Sistem positif”21 
 
a. Sistem Negatif 
Yang dimaksud sistem negatif dalam pendaftaran tanah ini adalah suatu 
sistem bahwa kepada si pemilik tanah diberikan jaminan lebih kuat, apabila 
dibandingan perlindungan yang diberikan kepada pihak ketiga. Menurut sistem 
negatif ini segala apa yang tercantum di dalam sertifikat tanah dianggap benar sampai 
dibuktikan suatu keadaan yang sebaliknya (tidak benar) si muka sidang pengadilan. 
Adapun asas peralihan hak atas tanah menurut sistem ini adalah asas nemo plus juris. 
Irawan Soerrodjo mengemukakan bahwa : 
“asas nemo plus juris merupakan asas di mana seseorang tidak melakukan 
tindakan hukum yang melampaui hak yang dimilikinya, dan akibat di 
pelanggaran tersebut adalah batal demi hukum (van rechts wegenietig). 
Dengan kata lain asas ini melindungi pemegang hak atas tanah yang 
sebenarnya dari tindakan orang lain yang mengalihkan haknya tanpa diketahui 
oleh pemegang hak sebenarnya”.22 
                                                           
21Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia (Jakarta: Prestasi Pustaka, 
2004), h. 17. 
22Irwan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah (Jakarta: Arkolo, 2002), h. 189. 
35 
 
 
Ciri pokok sistem negatif ini ialah bahwa pendaftaran tanah/pendaftaran hak 
atas tanah tidaklah menjamin bahwa nama-nama yang terdaftar dalam buku tanah 
tidak dapat untuk dibantah jika nama yang terdaftar bukanlah pemilik yang 
sebenarnya. Negara yang menggunakan sistem publikasi negetif ini diantaranya: 
Belanda, Perancis dan Filipina. 
b. Sistem Positif 
Sistem publikasi positif dalam pendaftaran tanah adalah suatu sistem di mana 
kepada yang memperoleh hak atas tanah akan diberikan jaminan lebih kuat. Menurut 
sistem ini suatu sertipikat tanah yang diberikan adalah berlakunya sebagai tanda bukti 
hak atas tanah yang mutlak serta merupakan satu-satunya tanda bukti hak atas tanah. 
Ciri pokok dari sistem positif ini ialah bahwa pendaftaran tanah/pendaftaran 
hak atas tanah adalah menjamin dengan sempurna bahwa nama yang terdaftar dalam 
buku tanah adalah tidak dapat dibantah, kendatipun ia ternyata bukanlah pemilik yang 
berhak atas tanah tersebut. Sistem positif ini memberikan kepercayaan mutlak kepada 
buku tanah (Bachtiar Effendie).23 Negara yang menggunakan sistem ini diantaranya: 
Jerman,Swiss,Austria, dan Australia. 
Sistem publikasi yang digunakan di Indonesia menurut Boedi Harsono adalah: 
“Tetap seperti dalam pendaftaran tanah menurut PP Nomor 10 Tahun 1961, 
yaitu sistem negatif yang mengandung unsur positif, karena akan 
menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat”.24 
                                                           
23Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan 
Pelaksanaannya (Bandung: Alumni, 1993), h. 32. 
24Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok 
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan, 1999), h. 463. 
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Hal ini membawa akibat hukum bahwa segala apa yang tercantum dalam surat 
tanda bukti tersebut adalah dianggap benar sepanjang tidak ada orang yang 
membuktikan sebaliknya yang mengatakan sertipikat tersebut tidak benar. Dengan 
sistem ini keterangan-keterangan itu apabila ternyata tidak benar maka dapat diubah 
dan dibetulkan. 
Ciri-ciri dari sistem ini menurut Ali Ahmad Chomzah adalah sebagai berikut: 
1) Nama yang tercantum di dalam buku tanah adalah pemilik yang benar dan 
dilindungi oleh hukum. Sertifikat adalah tanda bukti hak yang terkuat, 
bukannya mutlak. 
2) Setiap peristiwa balik nama, melalui prosedur dan penelitian yang seksama 
dan memenuhi syarat-syarat keterbukaan (openbaar beginsel). 
3) Setiap persil batas diukur dan digambar dengan peta pendaftaran tanah, 
dengan skala 1 : 1000, ukuran mana yang memungkinkan untuk dapat 
dilihat kembali batas persil, apabila dikemudian hari ternyata sengketa 
batas, 
4) Pemilik tanah yang tercantum dalam buku tanah dan sertipikat dapat 
dicabut melalui proses keputusan Pengadilan Negeri atau dibatalkan oleh 
kepala Badan Pertanahan Nasional apabila terdapat cacat hukum. 
5) Pemerintah tidak menyediakan dana untuk pembayaran ganti rugi pada 
masyarakat, karena kesalahan administrasi pendaftaran tanah”.25 
 
Mengenai alat pembuktian yang kuat tersebut, Pasal 32 PP nomor 24 Tahun 
1997 menyatakan bahwa: 
1) “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai 
dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang 
bersangkutan 
2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah 
atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut 
dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang 
mempunyai hak atas ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut 
apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak 
                                                           
25Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia (Jakarta: Prestasi Pustaka, 
2004), h. 16. 
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mengajukan keberatan secara tertulis kepeda pemegang sertipikat dan 
kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan 
gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penertiban 
sertipikat tersebut.”26 
 
Ketentuan dalam pasal 32 (2) tersebut di atas bertujuan pada satu pihak untuk 
tetap berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada pihak yang dengan itikad baik 
menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah 
dengan sertipikat sebagai tanda buktinya. 
Kelemahan dari sistem publikasi ini adalah bahwa pihak yang namanya yang 
tercantum sebegai pemegang hak dalam buku tanah dan sertipikat selalu menghadapi 
kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu. Tapi 
kelemahan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan lembaga yang dalam hukum 
adat rechts verwerking. 
Dalam penjelasan pasal 32 (2) tersebut dijelaskan tentang rechtsverwerking 
tersebut, yaitu : 
“jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, 
kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad 
baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut”.27 
 
 
B. Prosedur Pendaftaran Tanah 
Pendaftaran tanah untuk pertama kali dijelaskan padaPasal 1 ayat 9 PP No. 24 
Tahun 1997 menyatakan bahwa : 
                                                           
26Republik Indonesia,Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah, Pasal 32. 
27Republik Indonesia,Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah, Pasal 32 Ayat 2. 
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“Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang 
dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau 
Peraturan pemerintah ini”.28 
 
Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan melalui dua cara yaitu 
pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. 
Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama 
kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah 
yang belum didaftar dalam wilayah suatu desa/kelurahan.Dalam pasal 13 ayat (2) PP 
No. 24 Tahun 1997 dijelaskan bahwa “pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan 
pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh 
menteri”. 
Pendaftaran tanah secara sistematik diutamakan tapi karena prakarsanya 
datang dari pemerintah, diperlukan waktu untuk memenuhi dana, tenaga dan 
peralatan yang diperlukan. Maka pelaksanaannya harus didasarkan pada suatu 
rencana kerja yang meliputi jangka waktu agak panjang dan rencana pelaksanaan 
Tahunan yang berkelanjutan melalui uji kelayakan agar berjalan lancar. 
Pasal 1 ayat 11 PP No. 24 Tahun 1997 menetapkan, bahwa: 
“Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 
pertama kali mengenai sutu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam 
wilayah atau bagian wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara 
individual atau massal”. 
 
                                                           
28Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah, Pasal 1 Ayat 9. 
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Dalam pasal 13 ayat (4) PP No. 24 1997 dinyatakan bahwa “ Pendaftaran 
tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan”. 
Pihak berkepentingan yang dimaksud oleh pasal tersebut adalah pihak yang berhak 
atas bidang tanah bersangkutan atau kuasanya. Dalam penjelasan umum PP. Nomor 
24 Tahun 1997 disebutkan bahwa “Di samping pendaftaran tanah secara sistematik, 
pendaftaran tanah secara sporadik juga akan ditingkatkan pelaksanaanya, karena 
dalam kenyataannya akan bertambah banyak permintaan untuk mendaftar secara 
individual dan massal yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan 
meningkat kegiatannya”. 
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali terdiri atas: 
a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik. 
b. Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya. 
c. Penerbit sertipikat. 
d. Penyajian data fisik dan data yuridis. 
e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.29 
 
 
 
 
                                                           
29Kurniawan Ghazali, Cara Mudah Mengurus Sertifikat Tanah (Jakarta: Kata Pena, 2011), h. 
70 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
Dalam perspektif penelitian hukum, penelitian ini selain berjenis penelitian 
hukum normatif, juga mengakomodasi penilitian hukum empiris. Menurut bentuk, 
penelitian ini tergolong Field Research Kualitatif. Sedangkan secara metodik, 
penelitian ini berjenis evaluasi formatif. Louise Kiddler mengemukakan bahwa 
penelitian evaluatif formatif merupakan penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan 
fenomena dari sebuah produk, program atau kebijakan yang menekankan pada 
efektivitas dari produk, program atau kebijakan tersebut. Sedangkan jika menurut 
tingkat eksplanasi dari penelitian ini, maka penelitian ini berjenis deskriptif. 
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berfungsi mengetahui nilai variabel 
mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat komparasi dan 
atau asosiasi dengan variabel lainnya. Adapun lokasi penelitian berlangsung di 
Kabupaten Barru. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. 
Secara sederhana, yuridis berarti sesuai hukum, secara hukum dan menurut hukum. 
Meskipun denotasi kata yuridis lebih mengacu pada hukum nasional, akan tetapi 
pendekatan yang penulis maksudkan termasuk pula kata yuridis yang berkonotasi 
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pada hukum Islam. Selain menggunakan pendekatan yuridis, penelitian ini juga 
menggunakan pendekatan politis dan pendekatan konstitusional. 
C. Sumber Data 
Dalam proses penelitian ini, data yang digunakan berjenis data kualitatif yang 
terdiri atas: 
1) Data Primer 
Berupa data yang didapatkan secara langsung yang terdiri atas: hasil-hasil 
wawancara, dokumentasidan observasi empiris. 
2) Data Sekunder 
Berupa berbagai literatur yang relevan dengan masalah yang diangkat. 
Literatur yang dimaksudkan berupa buku (cetak maupun elektronik), sumber-sumber 
hukum tertulis (nasional maupun Islam), database software dan artikel (online 
maupun offline). 
D. Metode Pengumpulan Data  
Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan beberapa metode 
pengumpulan data, antara lain: 
1. Elaborasi 
Berupa penggarapan secara tekun dan cermat terhadap data-data sekunder 
dengan menggunakan pendekatan yuridis, konstitusional dan politis guna memahami 
substansi interpretasi dari data tersebut. 
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2. Observasi 
Berupa pengamatan terstruktur secara cermat guna memperoleh data primer 
penelitian. Observasi terstruktur adalah observasi yang dirancang secara 
sistematis,tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. 
3. Wawancara 
Berupa proses tatap muka dalam rangka interview dengan informan guna  
memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: 
1. Kuesioner observasi 
Merupakan kuesioner yang digunakan dalam proses observasi. Pertanyaan 
dalam kuesioner diisi oleh peneliti berdasarkan hasil observasi di lapangan. 
2. Kuesioner wawancara 
Merupakan kuesioner yang digunakan dalam wawancara tatap muka dengan 
informan. Pertanyaan dalam kuesioner diisi oleh pewawancara berdasarkan jawaban 
responden pada saat wawancara. 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Data primer maupun sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diseleksi dan 
direduksi relevansinya dengan menggunakan analisa deduktif dan induktif. 
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BAB IV 
 PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
  
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Penelitian tentang “Hak mendapatkan informasi dalam hubungannya dengan 
Asas Terbuka dalam Pendaftaran Tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 
tahun 1997 di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru” ini bersifat tinjauan 
lapangan (field research) dengan mengkaji teori, norma dan praktek mendapatkan 
informasi dengan hubungannya dengan asas terbuka dalam pendaftaran tanah. 
Penelitian di lakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barru 
pada tanggal 09 Februari – 16 Februari 2015. 
Sebelum membahas mengenai pelaksanaan hak mendapatkan informasi dalam 
pendaftaran tanah di Kabupaten Barru, maka di bawah ini terlebih dahulu akan 
diuraikan gambaran umum tentang Kabupaten Barru. 
Letak wilayah Kabupaten Barru terletak di Pantai Barat Sulawesi Selatan, berjarak 
sekitar 100 km arah utara Kota Makassar. Secara geografis terletak pada koordinat 
4o05'49" LS - 4o47'35"LS dan 119o35'00"BT - 119o49'16"BT. Kabupaten Barru 
berbatasan dengan beberapa kabupaten diantaranya : 
- Sebelah Utara Kabupaten Barru berbatasan Kota Parepare dan Kabupaten 
Sidrap 
- Sebelah Timur berbatasan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone 
- Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Pangkep 
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- Sebelah Barat berbatasan Selat Makassar. 
Luas wilayah Kabupaten Barru seluas 1.174,72 km2, terbagi dalam 7 
kecamatan yaitu :  
- Kecamatan Tanete Riaja seluas 174,29 km2 
- Kecamatan Tanete Rilau seluas 79,17 km2 
- Kecamatan Barru seluas 199,32 km2 
- Kecamatan Soppeng Riaja seluas 78,90 km2 
- Kecamatan Mallusetasi seluas 216,58 km2 
- Kecamatan Pujananting seluas 314,26 km2 
- Kecamatan Balusu seluas 112,20 km2 
Selain daratan, terdapat juga wilayah laut teritorial seluas 4 mil dari pantai 
sepanjang 78 km. Berdasarkan kemiringan lereng, wilayah Kabupaten Barru terbagi 
empat kriteria morfologis yaitu datar dengan kemiringan 0-2o seluas 26,64%, landai 
dengan kemiringan 2-15o seluas 7.043 ha atau 5,49%, miring dengan kemiringan 15-
40o seluas 33.346 ha atau 28,31%, dan terjal dengan kemiringan >40o seluas 50.587 
ha atau 43,06% yang tersebar pada semua kecamatan. 
Ketinggian wilayah berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, Kabupaten 
Barru da[at dibagi dalam enam kategori ketinggian yaitu : 0-25 meter dari permukaan 
laut (mdpl) seluas 26.319 ha (22,40%), tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kec. 
Pujananting; 25-100 mdpl seluas 12.543 ha (10,68%), tersebar di seluruh kecamatan; 
100-500 mdpl seluas 52.782 ha (44,93%), tersebar di seluruh kecamatan; 500-1000 
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mdpl seluas 23.812 ha (20,27%), tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kec. Tanete 
Rilau; 1000-1500 mdpl seluas 1.941 ha (1,65%), tersebar di Kecamatan tanete Rilau, 
Barru, Soppeng Riaja dan Pujananting; dan kategori >1500 mdpl seluas 75 ha 
(0,06%), hanya terdapat di Kecamatan Pujananting. 
Adapun rangkaian kegiatan penelitian ini dimulai dengan pengumpulan 
literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian dan dilanjutkan dengan 
kegiatan wawancara dengan narasumber yang berkompeten. Informan penulis 
bersumber dari pegawai BPN dan masyarakat. Pertanyaan yang diberikan kepada 
informan ini sangat berkaitan dengan topik penelitian. Dari hasil jawaban informan 
tersebut dapat dijadikan bahan tambahan untuk menjawab permasalahan yang 
berkaitan dengan pokok penelitian Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut: 
Menurut Sapyuddin, jabatan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Barru: 
“Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi pendaftaran tanah 
dengan cara langsung ke Kantor Badan Pertanahan Nasional atau mengikuti 
penyuluhan yang dilakukan setiap desa di kabupaten Barru. Kami akan secara 
terbuka memberikan informasi bukan hanya tentang pendaftaran tanah namun 
hal-hal yang dibutuhkan masyarakat tentang informasi pertanahan”1 
 
B. Pelaksanaan Hak Mendapatkan Informasi Dalam Pendaftaran Tanah di 
Kabupaten Barru 
Informasi merupakan kebutuhan yang mendasar dalam semua segi kehidupan 
manusia dewasa ini tidak terkecuali dalam hal pendaftaran tanah. Informasi 
                                                           
1 Sapyuddin, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru, Wawancara, Barru, 
16 Februari 2015. 
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merupakan bagian tak terpisahkan dalam pelaksanaan prosedur pendaftaran tanah. 
Terdapat situasi dimana masyarakat atau para pihak yang berkepentingan memiliki 
hak-hak untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pendaftaran tanah yaitu 
ketika pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. 
Menurut Ida Kurniati jabatan Kepala Seksi Pemberian Hak dan Pendaftaran 
Tanah Kantor BPN Kabupaten Barru: 
“Pemberian informasi dalam hal pendaftaran tanah untuk pertama kali 
dilakukan sebelum dan pada saat pendaftaran tanah  tersebut berlangsung. 
Kami secara berkala melakukan penyuluhan (seminar) perdesa, namun 
penyuluhan ini tidak hanya mengkhusus tentang pendaftaran tanah saja namun 
tentang pembahasan-pembahasan tanah lainnya. Hal ini diharapkan agar 
masyarakat tidak tabu lagi tentang dalam hal perbuatan hukum tentang tanah”2 
 
Pemberian informasi sebelum dilakukan pendaftaran tanah adalah dalam 
bentuk penyuluhan (khusus untuk pendaftaran tanah secara sistematis). Adapun 
tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat luas 
dalam hal ini pemilik atau kuasanya dan pihak lain yang berkepentingan bahwa di 
daerah tersebut akan diadakan pendaftaran tanah secara sistematis sekaligus juga 
memaparkan mengenai manfaat yang akan didapat dari hasil pelaksanaan program 
tersebut. 
Pada saat penyuluhan tersebut juga diinformasikan mengenai kewajiban para 
pemegang hak atas tanah untuk hadir dan memasang tanda-tanda batas pada bidang 
tanahnya dengan persetujuan para pemilik tanah yang berbatasan (contradictoire 
                                                           
2 Dra. Ida Kurniati, Kepala Seksi Pemberian Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN 
Kabupaten Barru, Wawancara, Barru, 16 Februari 2015. 
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delimitatie). Ketentuan mengenai kewajiban tersebut meskipun telah ditekankan 
sebelumnya namun dalam prakteknya tetap saja ada orang yang mengajukan 
keberatan mengenai luasa dan batas tanahnya pada saat diadakan pengumuman 
disebabkan ketidakhadiran dan ketidakcocokan di antara mereka pada saat 
pengukuran dilaksanakan oleh panitia ajudikasi.  
Pemberian informasi pada saat pendaftaran tanah sedang berlangsung yaitu 
dalam bentuk pengumuman. Pengumuman tersebut berisi tentang data fisik dan data 
yuridis bidang tanah yang didaftar. Namun sebelum sampai pada tahapan 
pengumuman tersebut ada beberapa tahapan yang perlu dilalui. Hal ini dimaksudkan 
pendaftaran tanah secara sporadik, tahapan yang dilalui tersebut sebagai berikut: 
1. Permohonan Pendaftaran Tanah 
Permohonan pendaftaran tanah dilakukan dengan jalan mengisi formulir yang 
telah disediakan oleh Kantor Badan Pertanahan yang memuat antara lain: 
a. Identitas pemohon : Nama, umur, pekerjaan, alamat dan nomor KTP 
b. Identitas tanah : 
- letak, luas dan batas-batasnya 
- status tanah 
- jenis penggunaan, apakah tanah tersebut tanah pertanian (sawah kebun) atau 
tanah pemukiman (bangunan) 
- penguasaannya dalam hal ini dasar penguasaan dan perolehannya 
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Bersama surat permohonan tersebut, juga dilampirkan kelengkapan sebagai 
berikut: 
- foto copy KTP / Surat Keterangan Domisili 
- foto copy SPPT PBB 
- surat penguasaan fisik bidang tanah 
- surat keterangan Kepala Desa / Lurah 
 
2. Pengukuran 
Sebelum dilakukan pengukuran petugas pengukuran memberikan 
pemberitahuan kepada pemohon mengenai waktu pengukuran dan penetapan batas, 
selain itu petugas juga memeriksan tersedianya peta pendaftaran di lokasi 
bersangkutan. Bila tanah tersebut belum memiliki gambar situasi atau surat ukur 
maka direncanakanlah pengukuran di atas peta pendaftaran. 
Pada saat diadakannya pengukuran oleh petugas, pemohon memasang tanda-
tanda batas di atas tanahnya dengan sepengetahuan pemilik tanah yang berbatasan.  
 
3. Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis  Bidang Tanah 
Seluruh berkas yang ada baik itu dari keperluan pendaftaran hak baru ataupun 
hak lama dikumpulkan dan diteliti oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendafrtaran 
Tanah Kabupaten Barru. Apabila berkas sudah lengkap maka pegawai BPN 
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menghubungi pemohon untuk menginformasikan dan menunggu terbitnya sertifikat 
tanah.  
Salah satu sarana bagi masyarakat atau pihak yang berkepentingan 
mendapatkan informasi pendaftaran tanah yaitu melalui penyuluhan yang rutin 
diselenggarakan BPN tiap desa. Penyuluhan yang diselenggarakan BPN Kabupaten 
Barru bersifat umum yakni membahas program-program yang ada di BPN tidak 
mengkhusus tentang pendaftaran tanah. Selain itu apabila masyarakat tidak sempat 
mengikuti penyuluhan atau ingin mendapatkan informasi yang lebih jauh tentang 
pendaftaran tanah dapat langsung ke kantor BPN. Penyuluhan tersebut sebagai salah 
satu sarana bagi masyarakat atau pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi. 
Menurut salah satu informan Bustaman Gustang pekerjaan Pegawai RUTAN 
Barru alamat BTN Ammaro mengatakan: 
“Sewaktu saya mendaftarkan tanah di kantor BPN kabupaten Barru, saya 
mendapatkan informasi yang cukup jelas tentang tata cara dan syarat 
pendaftaran tanah. Hanya saja waktu yang penerbitan sertifikat saya sangat 
lama yaitu 6 bulan. Menurut pegawai BPN kabupaten Barru hal ini 
dikarenakan susahnya didapatkan tanda tangan dari Kepala Kantor karena 
sering keluar daerah.”3 
 
H. A. Maulana pekerjaan Pengusaha Kayu alamat Pekkae mengatakan: 
“Saya mendaftarkan tanah didampingi oleh pegawai BPN kabupaten Barru 
yang kebetulan ia juga tetangga saya. Karena hal ini saya sangat terbantu 
dalam mendapatkan informasi dalam pendaftaran tanah.”4 
 
                                                           
3 Bustaman Gustang, Pegawai Rumah Tahanan Kabupaten Barru, Wawancara, Barru, 9 
Februari 2015 
4 A. Maulana, Pengusaha Kayu, Wawancara, Barru, 9 Februari 2015  
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Jika dilihat dari pernyataan kedua informan diatas maka sepertinya 
pelaksanaan asas terbuka dalam mendapatkan informasi tentang pendaftaran tanh 
telah terlaksana. Namun dalam kenyataannya ditengah masyarakat lainnya belum 
berjalan secara optimal. Penulis mewawancarai informan dari beberapa kalangan 
masyarakat. Adapunhasil wawancaranya: 
Salah seorang informan Mappewali pekerjaan Petani alamat Tante Riaja: 
“Saya tidak mengetahui informasi tentang pendaftaran tanah, saya juga tidak 
pernah tahu bahwa ada penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Badan 
Pertanahan Nasional. Jika saya ingin mendaftarkan tanah maka saya akan 
minta menitipkan saja kepada orang yang tahu, selain itu akses ke kantor BPN 
cukup jauh”5 
 
 
Hasmiati pekerjaan Pedagang alamat Sumpang Binangae mengatakan: 
“saya masih kurang jelas mengenai cara pendaftaran tanah, waktu tanah saya 
didaftarkan yang mengurusnya keluarga saya yang lebih paham karena 
sepengetahuan saya prosesnya berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang 
lama”6 
 
Darhang pekerjaan Nelayan alamat Polejiwa mengatakan: 
“saya tidak mengetahui cara mendaftarkan tanah, saya juga belum memiliki 
cukup uang untuk membuat sertifikat tanah karena yang sepengetahuan saya 
pembuatan sertifikat membutuhkan biaya yang tidak sedikit”7 
 
Ketidaktahuan masyarakat mengenai pendaftaran tanah di kabupaten Barru 
menimbulkan permasalahan karena bisa membuka lahan untuk para calo atau bahkan 
tanpa sepengetahuannya ada pihak lain yang menyertifikatkan tanahnya. Seharusnya 
                                                           
5 Mapewali, Petani, Wawancara, Barru, 10 Februari 2015 
6 Hasmiati, Pedagang, Wawancara, Barru, 9 Februari 2015 
7 Darhang, Nelayan, Wawancara, Barru, 10 Februari 2015 
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pihak Kantor BPN Kabupaten Barru harus bekerja lebih aktif dalam melakukan 
pemberian informasi kepada masyarakat tentang pendaftaran tanah dan tetap terbuka 
dalam pemberian informasi dalam proses pendaftaran tanah perlangsung. 
Penulis menemukan bahwa terdapat mekanisme atau prosedur yang harus 
ditempuh oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh informasi yang 
berkaitan atas suatu tanah termasuk di dalamnya mengecek keaslian suatu sertifikat. 
Prosedurnya sebagai berikut: 
1. Identitas yang bersangkutan, terdiri atas: 
- Nama 
- Nomor KTP 
- Umur / tanggal lahir 
- Alamat  
- Pekerjaan 
2. Bila bertindak atas kuasa orang lainmaka menuliskan juga identitas dari 
orang tersebut sekaligus melampirkan juga surat kuasa yang dimaksud 
3. Menulis keperluan atau tujuan 
4. Identitas yang dimaksudkan: 
- Letak (jalan, desa / kelurahan, kecamatan) 
- Status  
Untuk mempermudah mendapatkan informasi yang diinginkan maka dapat 
juga dilampirkan asli / fotokopi sertifikat tanah yang dimaksud. Setelah yang 
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bersangkutan menunjukkan identitasnya, maka pihak Kantor Badan Pertanahan 
Nasionalpun memproses surat permohonan tersebut. Jawaban atau informasi 
mengenai data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, 
surat ukur dan buku tanah yang berkaitan dengan objek tersebut dapat diberikan 
kepada pemohon secara visual atau secara tertulis. 
Informasi secara visual dalam bentuk memperlihatkan secara langsung kepada 
yang bersangkutan mengenai data yang diinginkan, sedangkan pemberian informasi 
secara tertulis tentang data fisik dan data yuridis tanah yang menjadi objek diberikan 
dalam bentuk surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT). 
Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tersebut berisi antara lain: 
1. Identitas tanah tersebut (letaknya) 
- Jalan 
- RT / RW 
- Desa / Kelurahan 
- Kecamatan 
- Kabupaten Pangkep 
- NIB (Nomor Identitas Bidang Tanah) 
- Jenis dan Nomor hak 
- Pemegang haknya 
- Luas 
2. Tujuan dikeluarkannya SKPT 
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3. Identitas Pemohon 
Informasi lainnya mengenai peta pendaftaran dapat diberikan kepada 
pemohon bila yang bersangkutan menginginkannya dalam bentuk salinan ataupun 
fotokopi bagian peta tanah tersebut tapi tetap harus diberikan catatan mengenai 
keperluan dan pihak yang meminta informasi tersebut. 
Bila informasi yang dibutuhkan oleh para pihak yang berkepentingan ternyata 
tidak ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional karena tanah tersebut belum terdaftar 
maka pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru akan mengeluarkan 
surat keterangan tanah yang didalamnya memuat tentang keterangan belum 
diterbitkannya sertifikat atas tanah tersbut. 
 
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Hak mendapatkan 
Informasi dalam Pendaftaran Tanah di Kabupaten Barru 
1. Faktor Pendukung 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ida Kurniati jabatan Kepala Seksi 
Pemberian Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Kabupaten Barru dan hasil 
pengamatan penulis diketahui bahwa salah satu faktor pendukung berlangsungnya 
hak mendapatkan informasi dalam pendaftaran tanah ialah penyuluhan (seminar) 
yang dilakukan perdesa. Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 
mendapatkan informasi atau pengetahuan mengenai permasalahan tanah. 
Selain itu data dan dokumen hasil pendaftaran tanah yang ada di Kantor 
Badan Pertanahan Nasional tersimpan secara teratur dan sistematis. Sebagai contoh 
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dokumen mengenai daftar tanah disimpan dalam bentuk perdesa atau perkelurahan 
dalam daftar tanah ini berisi semua bidang tanah yang telah terdaftar di desa atau 
kelurahan tersebut baik yang dikuasai oleh hak perorangan, badan hukum atau 
pemerintah. Begitu juga dengan buku tanah, untuk hak milik, hak guna bangunan, 
hak pakai, disusun dengan satuan wilayah desa / kelurahan.8 
Tujuan dari penyusunan seperti itu adalah untuk memudahkan petugas Kantor 
Badan Pertanahan Nasional untuk mencari data yang dibutuhkan oleh pihak yang 
mencari informasi tentang tanah-tanah yang terdaftar tersebut.  
Sebelum membuat akta mengenai suatu tanah baik itu pemindahan atau 
pembebanan hak memiliki Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kewajiban untuk 
memanfaatkan hak informasi ini di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Kewajiban 
tersebut berupa memeriksa kesesuaian sertifikat atas tanah yang menjadi objek 
transaksi dengan data yang ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Pemanfaatan 
hak informasi berupa pemeriksaan atau pengecekan setifikat ini sangat diperlukan 
guna meminimalisir kemungkinan yang tidak diinginkan di kemudian hari. 
Kemungkinan yang dimaksud adalah luas yang ada dalam sertifikat ternyata tidak 
sesuai dengan luas yang ada di dokumen Kantor Badan Pertanahan Nasional dan 
setelah diteliti oleh pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru 
ternyata terjadi kesalahan pengetikan pada sertifikat tersebut.  
                                                           
8Ida Kurniati, Kepala Seksi Pemberian Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Badan Pertanahan 
Nasional Kabupaten Barru, Wawancara, 16 Februari 2015. 
55 
 
Para pihak yang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan tanah di depan 
PPAT memiliki hak untuk mengetahui segala hal yang dibutuhkan demi kelancaran 
perbuatan hukum tersebut. Selain memberitahukan kelengkapan yang harus dimiliki 
misalnya sertifikat, SPPT PBB dan yang lainnya PPAT memberi kesempatan kepada 
calon pembeli (jual-beli) untuk mengecek sendiri ke Kantor Badan Pertanahan 
Nasional data mengenai tanah tersebut. 
 
2. Faktor Penghambat 
1) Kurangnya fasilitas 
Salah satu faktor penghambat dari pelaksanaan hak mendapatkan 
informasi dalam pendaftaran tanah ialah kurangnya fasilitas di Kantor 
Badan Pertanahan Nasional barru, dalam pendaftaran tanah masih 
dilakukan manual,  selain itu dalam mendapatkan informasi tentang 
status tanah membutuhkan waktu karena pegawai Kantor Badan 
Pertanahan Nasional mencari berkas yang menyangkut informasi tanah 
tersebut secara manual.   
2) Proses penerbitan sertipikat membutuhkan waktu lama  
Terbitnya sertifikat membutuhkan waktu yang cukup lama, hal ini 
disebabkan proses pengukuran tanah yang terbilang cukup lama 
dikarenakan terbatasnya alat ukur. Apalagi apabila jarak tanah yang 
akan diukur berjauhan. 
3) Data yang sering tidak mutakhir 
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Tidak semua peralihan hak atas tanah-tanah yang terdaftar tersebut 
diikuti dengan pencatatan dan perubahan data yang ada di Kantor Badan 
Pertanahan Nasional meskipun aturan yang mewajibkan hal tersebut 
ditentukan secara jelas dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: 
“(1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi 
perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah 
yang telah terdaftar.  
(2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Badan Pertanahan 
Nasional.”9 
 
Begitu juga peralihan hak karena pewarisan yang dibiarkan begitu saja 
oleh ahli warisnya atau tidak didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan 
Nasional. Hal ini berakibat belum tentu data yang ada di Kantor Badan 
Pertanahan Nasional sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. 
4) Sumber Daya Manusia (SDM)  
Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Badan Pertanahan salah satu 
hal terpenting dalam pelayanan mendapatkan informasi. Namun hanya 
sebagian kecil  pegawai (sdm) di Kantor Badan Pertanahan Nasional 
dapat memberikan / menjelaskan tentang pendaftaran tanah. Hambatan 
SDM lainnya dalam pelaksanaan hak informasi pada pendafataran tanah 
yang berasal dari masyarakat yang akan mendaftarkan tanah adalah 
kurangnya partisipasi dalam mengikuti penyuluhan tentang pendaftaran 
                                                           
9 Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 
Pendaftaran Tanah, Pasal 36 Ayat 1 dan 2 
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tanah terlebih apabila mereka belum ingin mendaftarkan tanahnya. 
Terkadang juga dari SDM yang diberikan informasi atau penyuluhan 
kurang mengerti penjelasan atau informasi yang diberikan dari pihak 
Kantor Badan Pertanahan Nasional. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya, maka 
penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan hak mendapatkan informasi dalam pendaftaran tanah di 
Kabupaten Barru belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Masih 
banyak masyarakat di kabupaten Barru yang tidak menngetahui cara 
pendaftaran tanah, baik saat pertama kali mendaftarkan tanah atau ketika 
proses pendaftaran berlangsung. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai 
ketentuan yang diterapkan dalam PP Nomor 24 tahun 1997 tidak 
dijalankan sebagaimana mestinya karena berbagai faktor, baik itu faktor 
dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru maupun dari 
masyarakat sendiri.  
2. Faktor yang mendukung pelaksanaan hak mendapatkan informasi dalam 
pendaftaran tanah ialah: 
- penyuluhan (seminar) yang dilakukan perdesa. Hal ini memberikan 
kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi atau 
pengetahuan mengenai permasalahan tanah.  
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- data dan dokumen hasil pendaftaran tanah yang ada di Kantor Badan 
Pertanahan Nasional tersimpan secara teratur dan sistematis. Dokumen 
mengenai daftar tanah disimpan dalam bentuk perdesa atau 
perkelurahan dalam daftar tanah ini berisi semua bidang tanah yang 
telah terdaftar di desa atau kelurahan tersebut baik yang dikuasai oleh 
hak perorangan, badan hukum atau pemerintah 
- Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebelum membuat akta 
mengenai suatu tanah baik itu pemindahan atau pembebanan hak 
berkewajiban memeriksa kesesuaian sertifikat atas tanah yang menjadi 
objek transaksi dengan data yang ada di Kantor Badan Pertanahan 
Nasional 
Faktor penghambat pelaksanaan hak mendapatkan informasi dalam 
pendaftaran tanah ialah: 
- kurangnya fasilitas di Kantor Badan Pertanahan Nasional barru. Dalam 
pendaftaran tanah masih dilakukan manual,  selain itu dalam 
mendapatkan informasi tentang status tanah membutuhkan waktu yang 
lama karena pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional mencari arsip 
berkas yang menyangkut informasi tanah tersebut secara manual.   
- terbitnya sertifikat membutuhkan waktu yang cukup lama, hal ini 
disebabkan proses pengukuran tanah yang terbilang cukup lama 
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dikarenakan terbatasnya alat ukur. Apalagi apabila jarak tanah yang 
akan diukur berjauhan. 
- data yang sering tidak mutakhir. Tidak semua peralihan hak atas tanah-
tanah yang terdaftar tersebut diikuti dengan pencatatan dan perubahan 
data yang ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru. 
- hanya sebagian kecil  pegawai (sdm) di Kantor Badan Pertanahan 
Nasional Kabupaten Barru yang dapat memberikan / menjelaskan 
informasi tentang pendaftaran tanah. 
 
B. Implikasi Penelitian 
Berkenaan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas maka penulis 
mengemukakan beberapa saran sebagai pertimbangan yang diharapkan dapat 
memberikan manfaat bagi pelaksanaan hak mendapatkan informasi dalam 
pendaftaran tanah. Adapun saran tersebut antara lain: 
1. Bagi kantor pertanahan, pelayanan pendaftaran tanah perlu ditingkatkan 
termasuk didalamnya memberitahukan kepada masyarakat untuk selalu 
memutakhirkan data mengenai objek tanah yang dimiliknya (jika terjadi 
pemindahan hak atas tanah bersangkutan) sehingga data yang ada sesuai 
dengan kenyataan di lapangan. Mekanisme atau prosedur yang dilalui 
dalam memanfaatkan informasi ini di Kantor Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Barru harus dipermudah sehingga semua kalangan dapat 
memahaminya. 
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2. Pemberian pemahaman kepada para pihak untuk memanfaatkan hak 
informasi dalam pendaftaran tanah sebelum melakukan perbuatan hukum 
berkaitan dengan tanah yang menjadi objek transaksi perlu ditingkatkan 
sehingga konflik yang akan terjadi dikemudian hari dapat diminimalisir 
dan ini menjadi tugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 
Barru dan perangkat di bawahnya (PPAT). 
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